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RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sektor jasa keuangan di Indonesia
dengan lahirnya Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Digital. Inovasi ini secara nyata
memangkas batas geografis, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan memperluas
jangkauan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem perbankan
konvensional. Namun, dari perspektif sosio-legal, akselerasi penetrasi pasar digital ini
memicu terjadinya fenomena het recht ijlt achter de feiten aan atau law lags behind the
tech, di mana hukum formal tertatih-tatin mengejar lompatan teknologi eksponensial
sehingga memicu fragmentasi regulasi, kekosongan hukum (rechtsvacuum), serta
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Masalah utama yang dibedah dalam Bab |
penelitian ini adalah terjadinya asimetri informasi ekstrem dan ketidakseimbangan posisi
tawar (imbalance of bargaining power) yang bersifat sistemik antara penyelenggara
platform tekfin dengan nasabah kecil. Kontrak elektronik dalam layanan pendanaan
bersama siber mewujud dalam bentuk kontrak adhesi digital (digital adhesion contract)
yang bersifat kaku dengan prinsip penawaran mutlak take it or leave it. Akibat ruang
negosiasi yang tertutup bagi konsumen (zero bargaining room), pelaku usaha kerap
memanfaatkan arsitektur digital yang manipulatif (dark patterns) serta menyembunyikan
komponen biaya riil (hidden fees) di balik labirin syarat dan ketentuan kontrak yang
sengaja dirancang rumit agar tidak dipahami nasabah. Ketidaktahuan total nasabah
mengenai mekanisme kerja algoritma kecerdasan buatan (black box architecture) dalam
penilaian kredit otomatis (automated credit scoring) memosisikan mereka bukan sebagai
subjek hukum yang berdaulat, melainkan sebagai objek eksploitasi data semata. Lebih
jauh lagi, kegagalan regulasi makro ini berimplikasi langsung pada kerentanan privasi,
penyalahgunaan data pribadi nasabah melalui praktik penagihan koersif (contact tracing
dan doxing), hingga menimbulkan tekanan psikologis dan ekses kemanusiaan yang sangat
mendalam di level praktis. Berdasarkan kondisi darurat struktural yuridis tersebut, tesis
ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada pengguna layanan pinjaman online di Indonesia, serta
bagaimana upaya hukum dalam menangani berbagai pelanggaran layanan fintech
tersebut.

Menjawab pokok permasalahan pertama mengenai bentuk perlindungan hukum di dalam
Bab II, hasil penelaahan normatif menunjukkan bahwa perlindungan bagi pengguna
layanan pinjaman online di Indonesia diakomodasi melalui pengintegrasian norma pasca-
2022 di bawah payung hukum (umbrella legislation) Undang-Undang Nomor 27 Tahun
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2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang
diturunkan secara teknis melalui instrumen hukum pelaksana POJK Nomor 22 Tahun
2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Jalinan regulasi ini membagi instrumen
perlindungan menjadi satu kesatuan kontinum: perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif. Secara preventif (ex-ante), perlindungan hukum
diwujudkan melalui standardisasi kontrak elektronik yang wajib memenuhi asas iktikad
baik, pengungkapan batasan maksimum suku bunga dan biaya administrasi secara rigid
untuk mencegah pinjaman predator (predatory lending), larangan praktik pemasaran
komunikasi sepihak (anti-spamming), serta kewajiban pemenuhan persetujuan eksplisit
(explicit consent) dari subjek data sebelum pemrosesan data pribadi dilakukan oleh
platform. Secara represif (ex-post), perlindungan diberikan dalam bentuk hak atas
restitusi atau ganti rugi materiil seketika akibat kegagalan sistem (system failure) atau
gangguan teknis (glitch) berdasarkan doktrin tanggung jawab mutlak (strict liability)
platform, di mana pelaku usaha dilarang keras mencantumkan klausula eksonerasi yang
secara sepihak membebaskan diri dari kewajiban operasional platform. Kendati kerangka
normatif ini dinilai telah komprehensif, tesis ini mengungkap adanya kesenjangan
implementasi yang lebar (implementation gap) di tingkat praktis akibat kegagalan tata
kelola platform digital (corporate negligence). Hal ini digambarkan secara jernih lewat
studi kasus permohonan uji materiil Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 284/PUU-
XXI111/12025, yang membuktikan rapuhnya sistem pelindungan data akibat kegagalan
sistemik verifikasi electronic Know Your Customer (e-KYC) pada platform resmi yang
meloloskan pendaftaran akun palsu bermodalkan foto KTP statis tanpa validasi data
biometrik secara real-time, yang pada akhirnya memicu pembalikan beban pembuktian
yang merugikan posisi nasabah beriktikad baik.

Mengenai penanganan pelanggaran hukum dan sengketa pada pokok permasalahan kedua
di dalam Bab I11, penelitian memaparkan bahwa upaya hukum administratif dijalankan
secara dikotomis berdasarkan status legalitas entitas serta mengadopsi Doktrin Tiered
Dispute Resolution atau Sistem Penyelesaian Sengketa Bertingkat. Terhadap entitas
pinjaman online ilegal yang berada di luar ekosistem regulasi formal, Satuan Tugas
Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal (Satgas PASTI) melakukan tindakan
pemerintah (feitelijk handeling) yang didasarkan pada fungsi menjaga ketertiban umum
berupa pemblokiran situs massal, pemutusan akses interkoneksi perbankan, dan
penindakan digital forensik. Sementara bagi platform resmi (legal), OJK menegakkan
sanksi administratif berjenjang yang memisahkan antara sanksi reparatoire (Perintah
Tertulis yang mengikat secara ketat dan Pembatasan Kegiatan Usaha untuk menghentikan
pelanggaran serta memulihkan keadaan hukum nasabah) dengan sanksi punitive berupa
denda finansial skala berat berdasarkan persentase omzet pendapatan tahunan korporasi
hingga Pencabutan Izin Usaha (PIU) sebagai ultimum remedium. Terkait penyelesaian
sengketa individual konsumen, alur penegakan hukum berjalan sekuensial dari hulu ke
hilir: dimulai dari penyelesaian internal oleh pelaku usaha (Internal Dispute
Resolution/IDR), fasilitasi pengaduan melalui APPK OJK, adjudikasi non-litigasi melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui



jalur mediasi maupun arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat, hingga opsi
terakhir lewat litigasi di peradilan umum. Hasil penelitian ini menyoroti implikasi krusial
berupa kegagalan fungsi mitigasi pada tahap IDR, di mana mayoritas platform digital
bertindak pasif dan mengabaikan aduan nasabah dengan mendelegasikan penanganan
pada jawaban robot otomatis (automated Al template response) yang mereduksi hak
substantif konsumen untuk didengar (procedural injustice). Kegagalan sistem internal di
tingkat hulu ini memicu lonjakan luar biasa perkara limpahan (case overload) di hilir,
terefleksi dari data empiris OJK yang menerima 56.620 pengaduan konsumen sepanjang
tahun 2025, yang didominasi oleh 21.249 kasus pinjol ilegal dan 13.540 kasus
pelanggaran perilaku penagihan petugas lapangan (debt collector) yang tidak etis. Secara
sosio-legal, ketidakmampuan instrumen administratif melahirkan efek jera (deterrent
effect) ini berimplikasi pada mutasi delik hukum, dari yang semula sekadar perkara
wanprestasi keperdataan murni bergeser menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia atas
rasa aman serta tindak pidana siber (cybercrime) terorganisasi karena taktik intimidasi
sistemik menyebarkan data pribadi nasabah telah menghancurkan martabat kemanusiaan
hingga memicu depresi Kklinis berat dan tindakan bunuh diri korban. Rekomendasi
preskriptif tesis ini mendesak rekonstruksi radikal paradigma pengawasan OJK dari yang
semula berbasis pemenuhan formalitas administratif (compliance-based) bertransformasi
menuju pengawasan perilaku pasar aktif secara real-time (risk-based market conduct
supervision), penerapan doktrin algorithmic good faith pada baris kode aplikasi,
penegakan denda administratif koersif berbasis persentase omzet sesuai mandat UU PDP,
serta keberanian melakukan terobosan hukum progresif melalui doktrin piercing the
corporate veil guna menyeret direksi korporasi tekfin ke ranah pertanggungjawaban
pidana individual atas pembiaran kejahatan kemanusiaan digital.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi pengaturan hukum sektor keuangan
digital dalam memberikan pelindungan preventif dan represif bagi konsumen layanan
pinjaman online. Hubungan hukum dalam layanan pinjaman online (peer-to-peer
lending) dicirikan oleh adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar
yang timpang akibat penggunaan klausula baku elektronik kaku dan algoritma automated
credit scoring. Pasca-2022, pelindungan hukum konsumen diperkuat melalui integrasi
regulasi payung, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diturunkan secara teknis melalui
berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Secara normatif, aspek perlindungan
hukum preventif diwujudkan melalui penegakan kewajiban tata kelola data pribadi yang
rigid dan transparansi informasi produk oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK),
sedangkan perlindungan represif diakomodasi melalui mekanisme sanksi administratif
oleh OJK serta pemberian hak gugat keperdataan bagi konsumen. Namun demikian,
penelitian ini menemukan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan, di mana
penanganan pelanggaran belum berjalan optimal karena unit pelayanan aduan internal
(Internal Dispute Resolution/IDR) oleh perusahaan tekfin cenderung pasif dan mereduksi
keadilan lewat jawaban otomatis kecerdasan buatan, serta penjatuhan sanksi administratif
yang belum melahirkan efek jera yang kuat terhadap kegagalan tata kelola platform
berizin maupun eksekusi darurat oleh Satgas PASTI terhadap entitas ilegal.
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ABSTRACT

Keywords: Legal Harmonization, Peer-to-Peer Lending, Consumer Protection

This research analyzes the preventive and repressive legal protection for digital financial
service users in Indonesia, specifically focusing on peer-to-peer (P2P) lending or online
lending services. Normatively, the legal framework has transitioned into a more
integrated ecosystem post-2022 through the enactment of two pivotal umbrella
legislations: Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and Law No. 4
of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK),
implemented technically via Financial Services Authority Regulations (POJK).
Preventive protection is manifested through rigid data governance and transparency
obligations imposed on Financial Service Providers (PUJK), while repressive protection
is established via administrative sanctions by the regulator and civil lawsuit rights for
consumers. However, this study identifies a substantial implementation gap, where the
regulatory framework in books remains misaligned with law enforcement in practice,
characterized by persistent algorithmic data exploitation, unfair standard electronic
contracts, and coercive debt collection methods that violate human rights. Furthermore,
the layered dispute resolution system faces systemic failure at the initial stage, where the
Internal Dispute Resolution (IDR) mechanisms of fintech platforms operate passively and
diminish substantive justice through automated artificial intelligence template responses.
Administrative sanctions enforced by OJK and emergency blockings by Satgas PASTI
have also proven insufficient in creating a strong deterrent effect, as evidenced by gross
corporate governance breakdowns and systematic default crises among licensed
platforms.
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